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Penyusunan Metadata dan Standar Data Spasial

Dinas Komunikasi dan Infomatika Kota Kediri Tahun 2023

I. LATAR BELAKANG

Pengembangan e-government merupakan tuntutan bagi semua instansi
pemerintah di Indonesia. Penyediaan informasi yang handal, terintegrasi dan
ramah pengguna merupakan suatu keharusan dalam mendukung e-
government. Media informasi dan komunikasi birokrasi pemerintahan yang
transparan dan bersifat global kepada publik, salah satunya dalam penyediaan
peta yang didukung dengan teknologi SIG (Sistem Informasi Geografis).
Teknologi SIG berperan dalam memberikan hasil keputusan yang lebih baik.
Dari beberapa pengalaman menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara
hasil-hasil analisis yang disesuaikan dengan pola ruang dan hasil-hasil yang
belum disesuaikan secara statistik. Perbedaan ini memberikan suatu
keyakinan yang lebih besar kepada perencana kebijakan bahwa hasil-hasil
analisis ruang (data spasial) merepresentasikan situasi yang lebih nyata.

Informasi Geospasial merupakan alat bantu dalam perumusan
kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang
berhubungan dengan ruang kebumian. Informasi geospasial sangat berguna
sebagai sistem pendukung pengambilan kebijakan dalam rangka
mengoptimalkan pembangunan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan
ketahanan nasional, khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam,
penyusunan tata ruang, perencanaan lokasi investasi dan bisnis

perekonomian, penentuan garis batas wilayah, pertanahan, dan



kepariwisataan, dengan menyadari pentingnya informasi geospasial dalam
pembangunan di berbagai sektor, informasi geografis harus dijamin
kemutakhiran dan keakuratannya serta diselenggarakan secara terpadu. Hal
ini untuk menghindari adanya kekeliruan, kesalahan, dan tumpang tindih
informasi yang berakibat pada ketidakpastian hukum, inefisiensi anggaran
pembangunan, dan inefektivitas informasi. Informasi geospasial secara umum
bersifat terbuka dan harus mudah diakses oleh para pengguna sehingga secara
optimal dapat dimanfaatkan. Keterbukaan informasi geospasial juga menjadi
jaminan adanya pelayanan publik yang baik oleh aparatur pemerintah dalam
menyediakan informasi geografis bagi kepentingan masyarakat.

Data menjadi suatu kebutuhan yang tidak hanya berguna untuk
pemerintahan saja akan tetapi berguna juga di kalangan akademisi dan
masyarakat umum. Di lingkungan pemerintahan, data dihasilkan dan
digunakan oleh semua sektor penyelenggara bidang urusan. Pemerintah telah
menyadari betapa pentingnya pengelolaan data yang terintegrasi. Dalam
Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI)
disebutkan bahwa SDI harus dilakukan berdasarkan prinsip bahwa data yang
dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi Standar Data, Metadata,
Interoperabilitas Data, dan menggunakan kode referensi dan/atau data induk.
Standar data sebagaimana dimaksud diatas terdiri atas konsep, definisi,
klasifikasi ukuran dan satuan. Seluruh kumpulan data yang tersedia dalam
Portal Satu Data Indonesia dapat diakses secara terbuka dan dikategorikan
sebagai data publik, sehingga tidak mengandung informasi yang memuat
rahasia negara, rahasia pribadi, atau hal lain sejenisnya.
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Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri menginisiasi adanya

penyusunan metadata dan standar data spasial (geospasial) sehingga dapat

mengoptimalkan pengelolaan dan ketersediaan data yang akurat, mutakhir,

lengkap, dan mudah diakses pengguna. Dengan adanya penyusunan metadata

dan standar data spasial tersebut diharapkan dapat mendukung Pemerintah

Daerah Kota Kediri dalam penyusunan program kemajuan Kota Kediri.

IL.

DASAR HUKUM

Dasar hukum yang mendasari kegiatan Metadata dan Standar Data

Spasial dalam sistem informasi geografis Kota Kediri adalah sebagai berikut:

1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data
Indonesia;

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Informasi Geospasial;

Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 12 Tahun 2013
tentang Standar Prosedur Penyimpanan dan Mekanisme Penyimpanan
untuk Pengarsipan Data Geospasial dan Informasi Geospasial;

Surat Edaran Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Pedoman Standar Data dan Struktur dan Format Baku Metadata

Spasial;



8. Peraturan Walikota Kediri Nomor 96 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas

Komunikasi dan Informatika.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dilakukannya kegiatan Metadata dan Standar Data Spasial
dalam Sistem Informasi Geografis Kota Kediri adalah mempermudah instansi
mendapatkan konsep, definisi, klasifikasi, ukuran dan satuan dari masing-
masing variabel.

Adapun tujuan dilaksanakannya kegiatan Metadata dan Standar Data
Spasial dalam Sistem Informasi Geografis Kota Kediri adalah memberikan
pedoman penyelenggaraan data geospasial dalam Satu Data Indonesia di

tingkat pusat dan daerah

IV. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kegiatan Metadata dan Standar Data Spasial dalam
Sistem Informasi Geografis Kota Kediri meliputi pemeriksaan data peta pada
satu peta Kota Kediri dan pembuatan metadata serta standar data peta yang

meliputi 32 indikator sesuai dengan ISO 19110:2015.



V. KELUARAN YANG DIHARAPKAN
Keluaran yang diharapkan dari kegiatan Metadata dan Standar Data
Spasial dalam Sistem Informasi Geografis Kota Kediri adalah tersusunnya

metadata serta standar data peta yang meliputi 32 indikator sesuai dengan ISO

19110:2015.

VI. METODE DAM PENDEKATAN KEGIATAN

Metode dan pendekatan kegiatan yang digunakan dalam pelaksanaan
kegiatan ini telah disimpulkan dalam bentuk rencana kerja yang sesuai dengan
ruang lingkup kegiatan dan dilengkapi dengan diagram kerangka pikir, waktu
dan tempat pelaksanaan kegiatan dan lain sebagainya yang sehubungan
dengan pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Kerangka pikir dari kegiatan Penyusunan Metadata dan Standar Data

Spasial Kota Kediri dapat dilihat sebagaimana gambar diagram di bawabh ini.

Penyusunan Metadata dan Standar Data Spasial Kota Kediri

Perencanaan Pengumpulan Data :

1. Dinas Perhubungan

2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sosialisasi 3. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Ekspose Hasil Pekerjaan Pembuatan Metadata dan

Standar Data Spasial

Gambar 1 Kerangka Konseptual



VII. JADWAL KEGIATAN

Kegiatan Penyusunan Metadata dan Standar Data Spasial Kota Kediri
dilaksanakan selama 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak dilakukannya tanda
tangan kontrak dengan penyedia atau sesuai dengan klausul dalam perjanjian

kerjasama. Dengan tahapan dan jadwal pelaksanaan sebagai berikut :

Tabel 1 Jadwal Kegiatan

November Desember
12 |3|4 12|34

No Kegiatan

A | Persiapan

1 Koordinasi Persiapan Pelaksanaan
Pekerjaan

2. | Studi Literatur

3

4

5

Identifikasi Permasalahan

Penyusunan Konsep

Bimbingan Teknis Penyusunan Metadata
dan Standar Data Spasial

Identifikasi Kebutuhan Penyusunan

6. Metadata dan Standar Data Spasial

7 Melakukan Pengumpulan Metadata dan
" | Standar Data Spasial

8 Melakukan Penyusunan Metadata dan

Standar Data Spasial

9. | Penyusunan Laporan Akhir

10. | Revisi/Penyempurnaan Laporan Akhir
11. | Penyerahan Laporan Hasil

B | Serah terima Hasil Pekerjaan

VIII. HASIL KEGIATAN
Data dari setiap OPD yang dijadikan bahan penyusunan Metadata dan

Standar Data Spasial antara lain adalah :

Tabel 2 Data Hasil Pengerjaan Metadata Spasial

NO Nama File Nama Indikator OoPD

1 | ADMINISTRASIKEC_AR_KOTAKEDIRI_2023 Administrasi BAPPEDA
Kecamatan

2 | ADMINISTRASIKEL_AR_KOTAKEDIRI_2023 Administrasi BAPPEDA
Kelurahan

3 | ADMINISTRASIKOTA_AR_KOTAKEDIRI 2023 | Administrasi Kota | BAPPEDA

4 | AIRBAKU_PT_KOTAKEDIRI_2023 Sebaran Air Baku | DPUPR

5 | DRAINASE_LN_KOTAKEDIRI_2023 Jaringan Drainase | DPUPR

6 | ENERGI_LN_KOTAKEDIRI_2023 Jaringan Energi BAPPEDA




NO Nama File Nama Indikator OPD
Sebaran
7 | ENERGI_PT_KOTAKEDIRI 2023 Infrastruktur BAPPEDA
Energi
8 HUTAN_AR_KOTAKEDIRI_2022 Kawasan Hutan BAPPEDA
9 | IPA_PT_KOTAKEDIRI 2021 Sebaran IPA BAPPEDA
10 | IPAL_PT KOTAKEDIRI 2021 Sebaran IPAL BAPPEDA
11 | JALANARTERIPRIMER_LN_KOTAKEDIRI_2023 | Jalan Arteri Primer | DPUPR
JALANARTERISEKUNDER_LN_KOTAKEDIRL. | Jalan Arteri DPUPR
12
2023 Sekunder
13 | JALANKOLEKTORPRIMER LN_KOTAKEDIRL | Jalan Kolektor DPUPR
2022 Primer
JALANKOLEKTORSEKUNDER_LN_KOTAKEDIRI | Jalan Kolektor DPUPR
14
2022 Sekunder
JALANLINGKSEKUNDER_LN_KOTAKEDIRIL_ Jalan Lingkungan | DPUPR
15
2022 Sekunder
16 | JALANLOKALPRIMER_LN_KOTAKEDIRI_2022 | Jalan Lokal Primer | DPUPR
17 | JARINGANPIPAPDAM_LN_KOTAKEDIRI_2021 {f‘gg‘ﬁan Pipa BAPPEDA
18 | LIMPASAN_LN_KOTAKEDIRI 2021 Arah Limpasan Air | BAPPEDA
19 | PERMUKIMAN_AR_KOTAKEDIRI_2023 Kawasan DPKP
Permukiman
Kawasan
20 | PERMUKIMANKUMUH_AR_KOTAKEDIRI 2021 | Permukiman DPKP
Kumuh
21 | PL_PT_KOTAKEDIRI_ 2021 Pusat Lingkungan | BAPPEDA
22 | POLARUANG_AR_KOTAKEDIRI 2023 Pola Ruang DPUPR
Pusat Pelayanan
23 | PPK_PT KOTAKEDIRI 2021 Kota (PPK) BAPPEDA
24 | RAWANBANJIR_AR_KOTAKEDIRI_2022 gzmﬂ Bencana BAPPEDA
25 | RAWANLONGSOR_AR_KOTAKEDIRI_ 2022 Rawan Bencana BAPPEDA
Longsor
26 | RUSUNAWA_PT_KOTAKEDIRI 2023 Sebaran DPKP
Rusunawa
27 | SEMPADAN AR KOTAKEDIRI 2021 Sempadan BAPPEDA
28 | SUBPPK_PT KOTAKEDIRI 2021 Sub PPK BAPPEDA
29 | SUNGAI_LN_KOTAKEDIRI 2022 Sungai BAPPEDA
30 | TANGKAPANAIR_AR_KOTAKEDIRI 2021 R;erah Tangkapan | g/ ppEpa
31 | TELEKOMUNIKASI LN _KOTAKEDIRI 2023 Jaringan BAPPEDA
Telekomunikasi
Sebaran
32 | TELEKOMUNIKASI PT_KOTAKEDIRI 2023 Infrastruktur BAPPEDA
Telekomunikasi
33 | TPA_PT KOTAKEDIRI_ 2021 Sebaran TPA BAPPEDA
34 | TPS_PT KOTAKEDIRI 2022 Sebaran TPS BAPPEDA
35 | TRANSPORTASI_PT_KOTAKEDIRI 2023 Prasarana DISHUB
Transportasi




IX. PENUTUP

Kegiatan Penyusunan Metadata dan Standar Data Spasial Kota Kediri telah
dilakukan dengan sasaran kegiatannya adalah Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahaan dan Kawasan Pemukiman, serta
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kediri. Dari hasil pengumpulan
data, didapatkan sebanyak 35 indikator yang dapat disusun metadata dan

standarisasi data spasial.

X. LAMPIRAN
A. Langkah-Langkah Kegiatan Standarisasi Data dan Metadata Spasial
B. Hasil Metadata Spasial
1. Administrasi Kecamatan;
2. Administrasi Kelurahan;
3. Administrasi Kota;
4. Sebaran Air Baku;
5. Jaringan Drainase;
6. Jaringan Energi;
7. Sebaran Infrastruktur Energi;
8. Kawasan Hutan;
9. Sebaran IPA;
10. Sebaran IPAL;
11.]Jalan Arteri Primer;

12.]Jalan Arteri Sekunder;



13.Jalan Kolektor Primer;

14. Jalan Kolektor Sekunder;
15.Jalan Lingkungan Sekunder;
16. Jalan Lokal Primer;
17.Jaringan Pipa PDAM;

18. Arah Limpasan Air;

19. Kawasan Permukiman;

20. Kawasan Permukiman Kumuh;
21. Pusat Lingkungan;

22.Pola Ruang;

23. Pusat Pelayanan Kota (PPK);
24. Rawan Bencana Banjir;

25. Rawan Bencana Longsor;
26. Sebaran Rusunawa;
27.Sempadan;

28. Sub PPK;

29. Sungai;

30. Daerah Tangkapan Air;
31.]Jaringan Telekomunikasi;
32.Sebaran Infrastruktur Telekomunikasi;
33.Sebaran TPA;

34.Sebaran TPS;

35. Prasarana Transportasi.



A. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN
1. Standarisasi Data
Standarisasi data dilakukan berdasarkan Katalog Unsur Geografi

Indonesia yang dapat diakses melalui https://kugi.ina-sdi.or.id/. Pada

website ini dapat diunduh template untuk standarisasi dari berbagai

unsur geografi dan informasi pendukungnya.

1) Membuka ArcGIS sebagai perangkat lunak dalam melakukan

standarisasi data.

10


https://kugi.ina-sdi.or.id/

2) Membuka lokasi file template dari menu “catalog”

3) Memasukkan data yang telah dimiliki ke dalam template KUGI dengan

klik kanan pada file dan pilih “load” lalu klik “load data”

Load Data...

R
5 Load XML Recordset Docun| .

11



4) Masukkan data pada “input data” lalu pilih lokasi file yang ingin diinput

dan klik “open”

5) Lalu klik “add” kemudian “next”

6) Lalu klik “next” pada tampilan berikut

12



7) Pada tampilan di bawah ini, disesuaikan nama tabel pada template
dengan memilih nama tabel pada data yang telah ada. Kemudian klik

“next” apabila semua tabel telah sesuai.

8) Kemudian klik “next” pada tampilan di bawah ini.

9) Untuk melihat hasilnya, klik tombol “add data” lalu pilih file yang telah

disesuaikan tersebut. Lalu klik “add”.

13



10)Maka akan muncul hasil sebagai berikut :

11)Untuk melihat tabel yang telah disesuaikan, bisa dilakukan dengan klik
kanan pada file dan pilih “open attribute table” maka akan muncul tabel

seperti di bawah ini:

Tabel ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan informasi yang

diperlukan.

14



2. Metadata Spasial
Pembuatan metadata menggunakan ArcCatalog dengan tampilan

berikut:

1) Langkah pertama pilih file yang akan dibuat metadatanya pada

“catalog tree”

15



2) Klik pada menu “description” untuk dapat melihat metadata dari file

tersebut. Pilih “edit” untuk mengedit isi dari metadata.

3) Maka akan muncul tampilan seperti di bawabh ini:

Sesuai dengan pedoman pembuatan metadata, beberapa hal yang perlu

diisi diantaranya:

a. Judul: Isikan judul dari data spasial yang disesuaikan dengan KUGI.

b. Thumbnail: Insert gambar preview dari data spasial dengan klik
“update”.

c. Tags: Isikan kata kunci dari data spasial.

16



d. Summary: Isikan deskripsi singkat dari data spasial.

e. Abstrak: Isikan penjelasan terkait data spasial.
f. Skala: Isikan skala dari data spasial yang dapat digunakan.

g. Credits: Isikan instansi yang menjadi pembuat/sumber dari data.

h. Topics Categories: Klik box pada samping kata untuk menambahkan

tanda centang pada kategori yang sesuai dengan data spasial.

17



i. Content type: Pilih downloadable data apabila data akan
dimasukkan dalam WebGIS atau “offline data” apabila data sebagai

database atau sesuaikan dengan kebutuhan.

j.-  Dates: Isikan tanggal pembuatan, penerbitan, dan revisi apabila ada

pembaruan data.

18



Contacts: Isikan kontak dari instansi yang berhubungan dengan
data. Isilah nama, organisasi, dan posisi pada kolom name,
organization, dan position. Apabila sebagai produsen data maka
bagian “role” dapat diisi dengan “originator” dan apabila sebagai

walidata dapat diisi dengan “custodian”.

File Identifier: Isikan nama file metadata yang akan dibuat.

. Parent identifier: Isikan nama file metadata yang dijadikan sebagai
metadata induk.

. Date stamp: Isikan dengan tanggal pembuatan metadata.

. Language: Pilih bahasa yang digunakan.

Character Set: Pilih jenis karakter “utf8”.

. Hierarchy level: pilih “dataset” untuk hirarki data.

19



r. Contacts: klik “load contact” untuk mengisi kontak instansi yang
telah terisi di atas. Pilih kembali instansi yang menjadi produsen
data dan walidata. Apabila ingin menambahkan kontak lain, pilih

“new contact”

s. Update frequency : Pilih frekuensi untuk update dari metadata. Pada
kali ini dipilih “as needed” yaitu akan diupdate sesuai kebutuhan.
t. Contact: Isikan kembali kontak instansi dengan load contact yang

bertanggung jawab terhadap perbaruan metadata.

20



u. Status: Isikan status dengan memilik “completed” apabila data telah
selesai.

v. Credits: Isikan instansi yang merupakan produsen data/sumber
data.

w. Language: Isikan bahasa yang digunakan

x. Character set: Isikan character dengan “utf8”

y. Spatial Representation type: Isikan dengan jenis dari data spasial,

dapat berupa vector atau raster.

z. Contact: Isikan kembali kontak instansi dengan load contact yang

bertanggung jawab terhadap data spasial.

21



aa. Update frequency: isikan frekuensi perbaruan untuk data spasial.
Pada kali ini dipilih “as needed” yaitu akan diupdate sesuai
kebutuhan.

bb. Contact: Isikan kembali kontak instansi dengan load contact yang

bertanggung jawab terhadap pembaruan data spasial.

cc. Reference system code: Kklik new reference system untuk

memasukkan kode sistem referensi. Untuk WGS 84 diisi dengan

4326.

dd. Code space: Isikan dengan code space dari referensi spasial, untuk

WGS 84 diisi dengan EPSG.

22



ee. Vector Representation: Klik “new vector representation” untuk

mengisi topology level.

ff. Distribution format: Isikan dengan versi perangkat lunak yang

digunakan dalam pengolahan data.

4) Apabila telah terisi maka klik save

23



5) Kemudian klik export untuk mengekspor file dalam bentuk .xml

6) Pilih lokasi file sesuai dengan yang diinginkan, lalu klik ok

7
%4 Export Metadata X

Source Metadata Export Metadata A
D:\Work\2023\kediri\Standarisasi\ADMINISTRASIKOTA_AR_KOTAKEDIRI_2023.shp

Updates metadata to contain
the most current properties of
the ArcGIS item before

Output File (optional) processing the metadata and
C:\Users\MSI MODERN\Documents\ArcGIS\ADMINISTRASIKOTA_AR_KOTAKEDIL.xm g finally exporting it to an XML
file that conforms to a
standard metadata format.

Translator
C:\Program Files (x86)\ArcGIS\Desktop10.7\Metadata\Translator\ARCGIS215019139gr g%

Initial processing is performed
to produce the best results
when exporting information to
< > a standard metadata format.

Cancel Environments... << Hide Help Tool Help

v
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7) Apabila ingin menyimpan dalam bentuk pdf, maka klik print

8) Kilik print untuk menyimpan

25



9) Hasil metadata telah dapat dibuka pada lokasi file yang telah dipilih.

Berikut merupakan tampilan untuk metadata dalam bentuk .xml

Berikut merupakan tampilan untuk metadata dalam bentuk pdf:

26



B.

HASIL METADATA SPASIAL

1. Administrasi Kecamatan
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2. Administrasi Kelurahan
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3. Administrasi Kota

29



4. Sumber Air Baku

30



5.

Jaringan Drainase

31



6.

Jaringan Energi

32



7.

Infrastruktur Energi
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8. Kawasan Hutan
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9. Infrastruktur Pengolahan Air (IPA)
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10. Infrastruktur Pengolakan Air Limbah (IPAL)
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11. Jalan Arteri Primer
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12. Jalan Arteri Sekunder
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13. Jalan Kolektor Primer
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14. Jalan Kolektor Sekunder
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15. Jalan Lingkungan Sekunder
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16. Jalan Lokal Primer

79



17. Jaringan Pipa PDAM
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18. Arah Limpasan Air

81



19. Kawasan Permukiman
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20. Kawasan Permukiman Kumuh
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21. Pusat Lingkungan

84



22. Pola Ruang
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23. Rawan Bencana Banjir
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24. Rawan Bencana Tanah Longsor
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25. Rusunawa
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26. Sempadan
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27. Pusat Pelayanan Kota
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28. Sub Pusat Pelayanan Kota
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29. Sungai
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30. Daerah Tangkapan Air
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31. Jaringan Telekomunikasi
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32. Infrastruktur Telekomunikasi
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33. Tempat Pembuangan Akhir (TPA)

926



34. Tempat Pembuangan Sementara (TPS)
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35. Infrastruktur Transportasi

98
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